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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 310 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024 - 2025

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya bencana alam seperti
banjir, tanah longsor, dan angin puting
beliung pada musim hujan di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan sejak dini, khususnya di
wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemerintah
Daerah dipandang perlu untuk menetapkan
Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah
Longsor dan Angin Puting Beliung di
Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2025;

b. bahwa penetapan Status Siaga Darurat
Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin
Puting Beliung sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas berdasarkan Press Conference
Stasiun Klimatologi Kelas [ Kalimantan
Selatan tanggal 03 Oktober 2024 mengenai
Prediksi Musim Hujan 2024/2025 Provinsi
Kalimantan Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 535,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4400);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi
Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan
Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 971), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1500);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun
2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 482);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor
01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2020 tentang  Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 01);
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 — 2025.

Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana
Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung
di Kabupaten Tapin Tahun 2024-2025.

Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka
penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir,
Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di
Kabupaten Tapin yang berlangsung selama 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal 12
November 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei
2025.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2024
dan Tahun  Anggaran 2025, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dan
Tahun  Anggaran 2025, dan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2024 dan Tahun
Anggaran 2025, serta sumber anggaran sah
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 November 2024

Pj. BUPATI TAPIN,
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Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
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Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di
Jakarta;

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan di Banjarbaru;

Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
dan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tapin di Rantau.



